
 

 

BUPATI PATI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI PATI 

NOMOR 14 TAHUN 2015 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN 

RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS  

PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PATI, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3)  

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 

6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi 

Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pati, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan 

Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian 

Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

 

SALINAN 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Indonesia Nomor 5657); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 1994 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3547); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 

Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati  Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22); 

 

 



10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 

2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pati Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Dinas Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 68); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, 

ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN 

RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS 

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pati. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Pati. 

5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati. 



6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT 

adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Daerah 

untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional 

dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai 

wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. 

7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan 

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang 

Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang 

dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian 

dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

8. Kelompok Jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan 

fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam 

jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai 

kelompok sesuai keahliannya. 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan. 

Pasal 3 

UPT pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 adalah UPT Perbenihan. 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 4 

(1) Susunan Organisasi UPT Perbenihan terdiri dari : 

a. Kepala; 

b. Subbagian Tata Usaha; dan  

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Organisasi UPT Perbenihan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 

 

 



BAB IV 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS 

Pasal 5 

(1) UPT Perbenihan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian kegiatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 

penunjang dalam melakukan kegiatan perbenihan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas, UPT Perbenihan mempunyai 

fungsi sebagai berikut : 

a. pengidentifikasian dan inventarisasi sumber benih 

dan calon areal sumber daya genetik, sumber benih 

dan calon sumber benih yang menghasilkan benih 

bermutu; 

b. perencanaan kebutuhan jenis dan jumlah benih/bibit 

tanaman yang dibutuhkan masyarakat; 

c. pengujicobaan benih atau bibit unggul yang akan 

ditanam secara massal di Kabupaten Pati;  

d. pengadaan bahan tanaman berupa benih/bibit 

dengan kegiatan kebun benih/kebun bibit desa untuk 

kebutuhan masyarakat; 

e. pelayanan dan pembinaan tata usaha pengadaan 

benih/bibit bermutu pada petani, penangkar 

bibit/benih, badan usaha dan perorangan baik dalam 

proses sertifikasi dan pengadaan (pembibitan). 

(3) Kepala UPT Perbenihan mempunyai rincian tugas sebagai 

berikut : 

a. merencanakan program dan rencana kerja serta 

rencana kegiatan UPT Perbenihan berdasarkan/sesuai 

program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman 

kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dgn 

rencana; 

b. mempelajari, dan menelaah peraturan perundang- 

undangan yang terkait dengan bidang perbenihan 

kehutanan dan perkebunan dan yang terkait dengan 

bidang tugasnya; 

 



c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing 

bawahannya dalam melaksanakan tugasnya 

berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk 

pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara 

benar; 

d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas 

bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar 

diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan 

instansi terkait baik vertikal maupun horisontal guna 

sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi 

serta pengusulan calon areal sumber daya genetik, 

sumber benih dan calon sumber benih yang 

menghasilkan benih bermutu, proses pengajuan 

sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit 

tanaman kehutanan dan perkebunan; 

g. melaksanakan perencanaan kebutuhan jenis dan 

jumlah bahan tanaman (benih/bibit) yang dibutuhkan 

masyarakat dalam peningkatan produksi hasil 

maupun untuk rehabilitasi lingkungan; 

h. melaksanakan ujicoba dan melaporkan hasil uji coba 

benih atau bibit unggul yang akan ditanam massal; 

i. melaksanakan pengadaan bahan tanaman berupa 

benih/bibit dengan kegiatan kebun benih/kebun bibit 

desa untuk kebutuhan masyarakat dalam peningkatan 

produksi hasil maupun untuk rehabilitasi lingkungan; 

j. melaksanakan pelayanan dan pembinaan tata usaha 

pengadaan benih/bibit bermutu pada petani, 

penangkar benih/bibit, badan usaha, perorangan, baik 

dalam proses sertifikasi dan pengadaan (pembibitan); 

k. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, 

pemberian penghargaan dan sanksi; 



l. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian 

Tata Usaha dan Jabatan Fungsional berdasarkan 

program kerja agar sesuai dengan target hasil; 

m. melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata 

Usaha dan Jabatan Fungsional sesuai dengan hasil 

pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan 

trasparansi  pelaksanaan tugas; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis. 

 (4) Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Perbenihan 

mempunyai rincian tugas : 

a. mengonsep program dan rencana kerja serta rencana 

kegiatan UPT Perbenihan berdasarkan/sesuai program 

kerja tahun  sebelumnya sebagai pedoman kerja agar 

pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana. 

b. mempelajari, dan menelaah peraturan perundang- 

undangan yang terkait dengan bidang ketatausahaan, 

umum, rumah tangga, kepegawaian dan keuangan 

serta yang terkait dengan bidang tugasnya. 

c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing 

bawahannya dalam melaksanakan tugasnya 

berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk 

pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara 

benar. 

d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas 

bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar 

diperoleh hasil kerja yang optimal. 

e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan 

instansi terkait baik vertikal maupun horisontal guna 

singkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas. 

f. melaksanakan/mengelola kegiatan ketatausahaan, 

umum dan kehumasan; 

g. melaksanakan/mengelola kegiatan bidang 

administrasi kepegawaian; 

 

 



h. melaksanakan/mengelola kegiatan bidang rumah 

tangga; 

i. melaksanakan/mengelola kegiatan bidang 

administrasi keuangan; 

j. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, 

pemberian penghargaan dan sanksi. 

k. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian 

Tata Usaha berdasarkan program kerja agar sesuai 

dengan target hasil. 

l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata 

Usaha sesuai dgn hasil pelaksanaan kegiatan sebagai 

wujud akuntabilitas dan trasparansi  pelaksanaan 

tugas. 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis. 

BAB V 

TATA KERJA 

Pasal 6 

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit 

organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 

sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing 

maupun antar satuan organisasi di lingkungan 

Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah 

Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi 

bawahannya masing-masing dan bila terjadi 

penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

 

 

 

 



(3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab 

memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-

masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi 

pelaksanaan tugas bawahannya. 

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan 

mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada 

atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala 

tepat pada waktunya. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan 

organisasi dari bawahannya wajib diolah dan 

dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan 

lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada 

bawahan. 

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada 

atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada 

satuan organisasi lain yang secara fungsional 

mempunyai hubungan kerja. 

(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan 

organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian 

bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib 

mengadakan rapat berkala. 

BAB VI 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 7 

(1) Kepala UPT adalah Jabatan Eselon IV a. 

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT adalah Jabatan 

Eselon IV b. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. 

 

 Ditetapkan di Pati 

   pada tanggal 26 Maret 2015         

  BUPATI PATI, 

ttd. 

  HARYANTO 

 

 

Diundangkan di Pati 

pada tanggal 26 Maret 2015                  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, 

 ttd. 

    DESMON HASTIONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2015 NOMOR 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI PATI   

NOMOR  14 TAHUN 2015  

TENTANG   

PEMBENTUKAN, ORGANISASI, KEDUDUKAN, 

TUGAS POKOK,  FUNGSI DAN RINCIAN 

TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA 

DINAS  KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 

   

 
 

BAGAN ORGANISASI UPT PERBENIHAN 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

BUPATI PATI, 
 

      ttd. 

 
HARYANTO 

 

 

 

KEPALA 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

KEL. JABATAN 
FUNGSIONAL 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 
 
 

SITI SUBIATI, SH, MM 
Pembina 

NIP. 19720424 199703 2 010 


